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PUTUSAN
Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Sr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai
gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, NIK 1707066303921001, lahir di Sragen, 23 Maret 1992, (umur
31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan SLTA, sekarang tinggal di XXXXX XXXXX
XXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX
xxxxxx, email : sitinurjanahcrp@gmail.com selanjutnya
disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Air Weles Atas, 12 Oktober 1989, Umur: 33 tahun,
Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: DIII,
Bertempat tinggal di xxxxx x, Desa/Kelurahan xxx Xxxxx
XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX ~XXXXXX
XXXXXX, Provinsi xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07
Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Sr.
tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2018, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX, Propinsi xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
0181/001/1X/2018, tertanggal 02 September 2018. Pada saat menikah

Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orangtua Penggugat di xxxxx X, Desa/Kelurahan xxx XXXXX XXXX,
Kecamatan XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Provinsi Xxxxxxxx,

selama kurang lebih 4 tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya
suami istri (bada dukhul), dan sekarang dikaruniai 1 anak yang bernama:
Shagira Azzahra, NIK: 1702115907190001, Rejang Lebong 19 Juli 2019
(sekarang ikut orangtua Tergugat).
4, Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin

kepada Penggugat.

b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak
memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 1
tahun 2 bulan, terhitung sejak Mei 2022, Penggugat tinggal di XXXXX XXXXX
XXXXXX, Desa xxxxxxx, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXxxX. Sedangkan
Tergugat tinggal di xxxxx X, Desa/Kelurahan xxx Xxxxx xxxX, Kecamatan

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXKXX XXXXXX XXXXXX, Provinsi XXXXxXxxX,.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/

musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0311/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi

untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah
melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum

Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan
mnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
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Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK
1707066303921001, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0181/001/X/2018 tanggal 02
September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kabupaten Rejang
Lebong, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
SRAGEN, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi
kenal dengan Tergugat;

. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri dan perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama sampai terakhir di rumah orang tua Penggugat;

. Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan
Januari 2019, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan
penyebabnya Tergugat melalaikan kewajibannya, tidak memberikan
uang nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan
dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0311/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan
Mei 2022 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah
orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya dan sudah tidak ada
komunikasi lagi;

. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan
lagi nafkah Penggugat;

. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan
baik tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
SRAGEN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

. Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal
dengan Tergugat;

. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

. Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan
Januari 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya
Tergugat melalaikan tanggung jawabanya, tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikapnya keras/kasar
kepada Penggugat;

J Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan
Mei 2022 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang
tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya, sudah tidak ada

komunikasi lagi;
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. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan
lagi nafkah Penggugat;

. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan

baik tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 02 September 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

r .- . . = P
| B> P .’l“b PN R SR Y 2D . ;.p- 3l 2o

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir, berdasarkan Pasal 1
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ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi dapat terlaksana

apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta
otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama, tanggal lahir,
alamat, agama, status perkawinan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,
sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta
otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 02 September 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxx xxxxxx Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut tidak
dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta
yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-
saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02
September 2018;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya,
tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan
kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah tinggal sejak bulan Mei 2022 yang lalu, Penggugat
pergi dari rumah bersama dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha
mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap
ingin bercerai dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang
dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis
Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut
menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan

kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah

tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak
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dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan
perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah

sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu
keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan
berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar
dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan
tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat
bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits
Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-
Shaghir Juz Il halaman 203 yang berbunyi:

oYy oY

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan gaidah fighiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir
halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:
cdlaoll > Lle paio sawlaoll £ )5

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10
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Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan
telah yakin suatu perkawinan telah pecah bararti hati kedua belah pihak (suami
istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan

siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan
hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah
talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam
dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fighu as Sunnah, Juz
II, halaman 249 :

O é)xhx” fo|3) ao &Ja.wu Y Loy L@_. CS)JI J|).-'o! a;,s)'.ll sl |'J!

Logiss )oYl o6 e g il s 13] asl, asllb
yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan
terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk
meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak

satu ba’'in”; maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'’in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
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perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Miladiyah. bertepatan
dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Muhammadun,
S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. serta Hadi
Suyoto,S.Ag.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisfatul Laili,
S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. Drs. Muhammadun, S.H.
Hakim Anggota,
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Hadi Suyoto,S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul Laili, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp  344.000,00
Pnbp : Rp 20.000,00
Sumpah : Rp  100.000,00
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp  589.000,00
(lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
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